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 Background To find out and analyze the 

implementation of disciplinary punishment 

against inmates who violate the rules at the State 

Detention Center, To find out and analyze 

sanctions against prisoners who violate the rules 

at the State Detention House, To find out and 

analyze what obstacles are encountered in 

conducting guidance to inmates so as not to 

violate the rules in the Nega Prison. or all units to 

be studied, data collection techniques using 

literature studies and interviews, data analysis 

used is qualitative. 

This research discusses the implementatation of 

disciplinary punishments against prisoners who 

violate the rules and regulations in the class II B 

Batam Women’s Prison. 

This research uses empirical juridical methods 

with primary and secondary data sources. Data 

analysis was carried out qualitatively to 

understand the implementation of disciplinary 

regulations and sanctions given to prisoners who 

violate them. 

The results of the research show that the 

implementation of disciplinary regulations in the 

Batam Class II B Women's Prison is running 

smoothly, with disciplinary punishments given in 

accordance with existing regulations. Prison 

officers did not encounter significant obstacles in 

dealing with disciplinary violations. Sanctions 

given include warnings, imprisonment, and 

suspension or denial of certain rights. This 

research also highlights the importance of 

disciplinary regulations in maintaining security 

and order in prisons. 
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ABSTRAK 

Latar belakang untuk mengetahui dan menganalisa implementasi hukuman  disiplin 

terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib di Lembaga  Pemasyarakatan, untuk 

mengetahui dan menganalisa sanksi hukuman terhadap  warga binaan yang melakukan 

pelanggaran terhadap tata tertib di Lembaga  Pemasyarakatan, untuk mengetahui dan 

menganalisa hambatan apa saja yang  ditemui dalam melakukan pembinaan terhadap warga 

binaan agar tidak  melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di lapas perempuan kelas II B 

Batam. Penelitian ini membahas pelaksanaan hukuman disiplin terhadap narapidana yang 

melanggar tata tertib di Lapas Perempuan Kelas II B Batam. Penelitian ini menggunakan 

metode yuridis empiris dengan sumber data primer dan skunder. Analisis data dilakukan secara 

kualitatif untuk memahami implementasi peraturan tata tertib dan sanksi yang diberikan 

kepada narapidana yang melanggar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 

peraturan tata tertib di Lapas Perempuan Kelas II B Batam berjalan lancar, dengan hukuman 

disiplin yang diberikan sesuai dengan peraturan yang ada. Petugas Lapas tidak menemui 

kendala berarti dalam menanggulangi pelanggaran disiplin. Sanksi yang diberikan termasuk 

peringatan, penjatuhan dalam sel pengasingan, dan penundaan atau peniadakan hak tertentu. 

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peraturan tata tertib dalam menjaga keamanan dan 

ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan. 

Kata Kunci: Disiplin, Lapas, Narapidana  

 

PENDAHULUAN 

Pada Sejarah Lembaga Pemasyarakatan 

dibentuk pada tahun 1963. Kata tersebut 

diartikan untuk menggantikan kata 

“PENJARA” yang berfungsi sebagai 

perkumpulan pemidanaan narapidana. 

Berbincang tentang istilah pemasyarakatan 

tidak bisa dijauhkan dari seorang ahli 

hukum bernama Sahardjo. Istilah dalam 

pidato nya Doctor Honoris dalam pidato 

nya beliau mengatakan “Tujuan pidana 

penjara adalah pemasyarakatan.  

 

Tujuan utama arti Lembaga 

Pemasyarakatan ini merupakan pembinaan 

bagi warga binaan pemasyarakatan 

berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara 

pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem 

pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. 

Di dalam lembaga pemasyarakatan, 

dipersiapkan berbagai program pembinaan 

bagi para narapidana sesuai dengan 

tingkatan pendidikan, jenis kelamin, 

agama, dan jenis tindak pidana yang 

dilakukan narapidana tersebut.  

 

Problem Lembaga Pemasyarakatan  dalam 

pembentukan karakter dan  pribadi di tinjau 

dalam perpektif  sosiologi meliputi hal hal 

sebagai  berikut Kurang berjalannya 

pelaksanaan program pembinaan  dengan 

baik, Rendahnya minat  narapidana itu 

sendiri untuk  mengikuti program 

pembinaan,  Kurangnya memadai tenaga 

teknis  pemasyarakatan, Rendahnya  

semangat petugas untuk  melaksanakan 

tugasnya, Petugas  kurang menguasai di 

bidang  tugasnya masing-masing, Kurang  

mendukung sarana dan prasarana  dalam 

pelaksanaan tugas. 

 

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah 

satu unit pelaksana teknis dari jajaran 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia yang mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pemasyarakatan 
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narapidana/anak didik. Salah satu fungsi 

Lembaga Pemasyarakatan adalah 

melaksanakan fungsi pembinaan yang 

merupakan proses sistem pemasyarakatan 

sebagai realisasi pembaharuan pidana yang 

dahulu dikenal penjara juga merupakan 

suatu proses pembinaan narapidana yang 

memandang narapidana sebagai: makhluk 

Tuhan, individu dan anggota masyarakat.  

 

Lembaga pemasyarakatan sebagai wadah 

pembinaan narapidana yang berdasarkan 

sistem pemasyarakatan berupaya untuk 

mewujudkan pemidanaan yang integratif 

yaitu membina dan mengembalikan 

kesatuan hidup masyarakat yang baik dan 

berguna. LembagaPemasyarakatan 

melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, 

resosialisasi dan perlindungan baik 

terhadap narapidana serta masyarakat di 

dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. 

Tempat ini biasa dikenal dengan istilah 

penjara yang mana penjara ini didirikan di 

setiap ibu kota, kabupaten atau kota.  

Lembaga Pemasyarakatan termasuk juga 

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 

Kelas II B Batam ini dibentuk guna untuk 

melakukan pembinaan terhadap narapidana 

perempuan.  

 

Narapidana yang menjalani pidana Lapas 

Perempuan Kelas II B Batam memiliki 

batasan berupa Hukum Acara 

Pemasyarakatan. Menurut kamus besar 

bahasa Indonesia, kode etik adalah 

peraturan yang harus ditaati atau 

dilaksanakan. Dari pengertian tersebut 

maka batasan yang dimaksud bagi 

narapidana adalah suatu aturan yang 

mengikat yang harus dipatuhi dan 

dilaksanakan, dan dapat dibayangkan 

apabila aturan tersebut dilanggar, maka 

narapidana akan mendapat hukuman. 

Dalam sistem pemasyarakatan, yang 

dimaksud dengan pemidanaan adalah 

hukuman disiplin, sebagaimana tersebut 

pada pasal 1 angka (7), Peraturan Hukum 

dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang 

Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan, 

yakni hukuman yang dijatuhkan kepada 

Narapidana sebagai akibat  melakukan 

perbuatan yang  melanggar Tata Tertib 

Lembaga  Pemasyarakatan. 

 

Tata cara penerapan sanksi disiplin 

terhadap tahanan yang melanggar Tata 

Tertib (LAPAS) Lapas Perempuan Kelas II 

B Batam tunduk pada tata cara penegakan 

yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan 

Negara. (Orang) yang diduga melanggar 

perintah adalah orang yang telah terbukti 

bersalah dan telah menerima penetapan 

pengadilan yang mengikat. Sebagai 

terpidana yang menjalani hukuman penjara 

dan sebagai terpidana.  sesuai dengan 

ketentuan peraturan di atas, pelanggar kode 

etik akan diawasi oleh Lapas.  

 

Hak dan kewajiban dari pihak yang 

menentukan perjanjian tersebut yaitu 

pengusaha membatasi kewajibannya untuk 

memenuhi hak dari pekerja. Hal ini terkait 

dalam menentukan hak-hak pekerja seperti 

pemberian upah dibawah upah minimum, 

tidak memberikan keselamatan kerja 

maupun kesehatan kerja, tidak ada cuti, 

jenis dan sifat pekerjaan yang seharusnya 

merupakan pekerjaan tetap, atau perjanjian 

kerja yang bertentangan dengan ketentuan 

ketenagakerjaan di Indonesia.  

 

Kepatuhan terhadap Tata Tertib yang 

berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan 

(LAPAS) menjadi salah satu indikator 
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dalam menentukan kriteria berkelakuan 

baik terhadap Narapidana.  Diterapkannya 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan 

Negara adalah sebagai batasan Narapidana 

selama menjalankan massa hukuman 

didalam Lembaga Pemasyarakatan 

(LAPAS). Hukuman disiplin melalui 

sistem pemasyarakatan, dapat dikatakan 

bukan lagi sebagai bentuk sanksi hukuman, 

melainkan mampu menjadi peluang 

merubah Narapidana agar bekelakuan baik 

dan berguna untuk diri sendiri, masyarakat 

dan negara.  

 

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pihak 

Lapas masih dikatakan belum efektif dalam 

membuka kesadaran Narapidana untuk 

menjaga ketertiban dan kenyamanan 

Lembaga Pemasyarakatan. Proses 

stigmatisasi bagi Narapidana sebagai Orang 

tersesat (Penjahat) masih melekat. Label 

tersebut, mengakibatkan penyimpangan 

perilaku yang sekunder, yaitu:  Perilaku 

penyimpangan sosial yang tidak dapat 

diterima dimasyarakat.  Dari nilai 

penyimpangan yang diberikan kepada 

Narapidana akan menimbulkan 

pengulangan perilaku jahat. 

 

Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam 

pembinaan narapidana yang 

melakukan pelanggaran tata tertib yang 

berada di Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Kelas II B Batam?  

2. Bagaimana implementasi faktor 

kendala dalam pelaksanaan pembinaan 

terhadap narapidana yang melakukan 

pelanggaran tata tertib yang berada di 

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 

Kelas II B Batam? 

 

METODOLOGI  

Pendekatan Penelitian 

 

Dalam penulisan skripsi ini penulis 

menggunakan metode penelitian hukum 

empiris yang mana peneliti lakukan di di 

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 

Kelas II B Batam serta didukung dengan 

metode penelitian hukum normatif yang 

peneliti lakukan dengan studi 

dokumen/kepustakaan dan juga 

wawancara. Analisis penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif yang 

bersifat deskriptif karena akan 

menggambarkan keadaan subjek dan/atau 

objek penelitian yang meliputi instansi 

pemerintah dan/atau instansi swasta 

lembaga, organisasi dan masyarakat. 

 

Sumber Data Dan Alat   

Pengumpulan Data 

 

Sumber data dalam penelitian ini adalah 

data primer dan data sekunder. Data primer 

yang bersumber dari hasil wawancara di 

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 

Kelas II B Batam.  Pengumpulan data 

sekunder dilakukan melalui penelitian 

kepustakaan dengan cara mengkaji buku-

buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan 

peraturan perundang undangan serta 

melalui media internet berkenaan dengan 

hal yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian.  

 

Data primer diperoleh dengan melakukan 

Penelitian lapangan dengan cara 

mewawancarai pihak informan dan 

responden yang berkaitan dengan objek 

penelitian ini. Adapun yang menjadi 

informan dan responden seperti Kasubsin 

Keamanan Lapas Perempuan kelas II B 

Batam. 
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Analisis Data 

 

Data yang telah diperoleh tersebut, baik 

data primer dari penelitian lapangan, 

maupun data sekunder yang diperoleh dari 

penelitian kepustakaan digeneralisikan 

yang selanjutnya dianalisis secara 

kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya 

mencari dan menata data secara sistematis 

untuk meningkatkan pemahaman peneliti 

tentang masalah yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai suatu temuan 

penelitian. (Idham, 2014). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Analisis permasalahan merupakan kegiatan 

yang dilakukan untuk mencari solusi atau 

jalan keluar terhadap suatu permasalahan 

yang diteliti dan menjelaskan kaidah-

kaidah terhadap suatu masalah tersebut. 

Analisis permasalahan digunakan untuk 

melatih seseorang dalam memecahkan 

sebuah kasus sehingga didapat solusi dan 

jalan keluar terkait permasalahan yang akan 

di bahas. Didalam analisis penulis dapat 

memaparkan pendapat serta solusi atas 

permasalahan yang akan dibahas. Terhadap 

analisis tersebut maka akan timbul sebuah 

kesimpulan yang mana dari kesimpulan 

tersebut akan didapat saran yang nantinya 

berguna agar permasalahan yang ada tidak 

terjadi lagi.   

 

Pada grand theory penulis menggunakan 

teori John Austin mengenai kepastian 

hukum yangmana hukum dipandang 

sebagai perintah dari pemegang kekuasaan 

tertinggi yang mana perintah tersebut tidak 

dapat diganggu gugat. Pada middle theory 

penulis menggunakan teori Utrecht. Teori 

Utrecht menjelaskan mengenai teori 

kepastian hukum yang mengandung 

tentang aturan yang bersifat umum tentang 

individu untuk mengetahui perbuatan apa 

yang boleh dan apa yang tidak boleh 

dilakukan.  Selanjutnya, applied theory 

penulis menggunakan Teori mengenai sifat 

manusia, yakni bahwa manusia pada 

hakikatnya dapat dipercaya, mampu 

bertindak dengan penuh tanggung jawab, 

memiliki integritas dan kejujuran terhadap 

pihak lain yang di kemukakan oleh 

Stewardship.   

 

Penerapan pengaturan hukum dalam 

pembinaan narapidana yang melakukan 

pelanggaran tata tertib yang berada di 

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 

Kelas II B Batam  

 

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk 

mengembalikan Warga Binaan terkhusus 

narapidana wanita Pemasyarakatan sebagai 

warga yang baik, juga bertujuan untuk 

melindungi masyarakat terhadap 

kemungkinan diulangginya tindak pidana 

oleh Warga Binaan terkhusus pada 

narapidana wanita.Serta  merupakan 

penerapan dan bagian  yang tidak 

terpisahkan dari nilai-nilai  yang 

terkandung dalam pancasila. Dari beberapa 

kemungkinan yang terjadi tersebut maka 

pemerintah mengubah peran menjadi 

Lembaga Pemasyarakatan, artinya para 

terhukum ditempatkan bersama dan proses 

penempatan serta kegiatan sesuai jadwal 

sejak terhukum masuk lembaga, disamping 

lamanya menjalani hukuman itu. Lembaga 

ini meskipun tidak terkait langsung dalam 

penegakkan hukum,tetapi  berperan besar 

dalam menciptakan  ketertiban masyarakat 

dalam  kehidupan hukum. Lembaga 

pemasyarakatan merupakan akhir dari 

proses peradilan pidana di Indonesia.   

 

Pada Pasal 88 ayat (1) Undang Undang 

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 
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tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang disebutkan bahwa setiap 

pekerja berhak memperoleh penghasilan 

yang memenuhi penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan. Penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak 

merupakan jumlah pendapatan pekerja dari 

hasil pekerjaannya sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan hidup pekerja beserta 

keluarganya. 

 

Sistem peradilan pidana “criminal justice 

system” dikemukakan oleh Mardjono 

Reksodiputro merupakan sistem dalam 

suatu masyarakat untuk menanggulangi 

masalah kejahatan.  Menanggulangi 

diartikan sebagai mengendalikan kejahatan 

agar berada dalam batas-batas toleransi 

masyarakat. Lembaga pemasyarakatan 

diharapkan mampu merealisasikan tujuan 

akhir sistem Peradilan Pidana yaitu 

Resosialisasi pelaku tindak pidana, 

mencegah timbulnya kejahatan, dan 

kesejahteraan sosial.  

 

Sistem pembinaan berdasarkan pada 

beberapa asas, yakni; Pengayoman adalah 

perlakuan terhadap Warga Binaan 

Pemasyarakatan dalam rangka melindungi 

masyarakat dari kemungkinan diulanginya 

tindak pidana oleh Warga Binaan 

Pemasyarakatan, juga memberikan bekal 

hidupnya kepada Warga Binaan 

Pemasyarakatan agar menjadi warga yang 

berguna di dalam masyarakat. Persamaan 

perlakuan dan pelayanan adalah pemberian 

perlakuan dan pelayanan yang sama kepada 

Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa 

membeda – bedakan orang.  

 

Pendidikan   

 

Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan 

pendidikan dan bimbingan dilaksanakan 

berdasarkan pancasila, antara lain 

penanaman jiwa kekeluargaan, 

keterampilan, pendidikan kerohanian, dan 

kesempatan untuk menunaikan ibadah. 

Pembimbingan adalah bahwa 

penyelengaraan bimbingan dilaksanakan 

berdasarkan pancasila, antara lain 

penanaman jiwa kekeluargaan, 

keterampilan, pendidikan kerohanian dan 

kesempatan untuk menunaikan  ibadah.  

 

Penghormatan harkat dan martabat 

manusia   

 

Penghormatan harkat dan martabat manusia 

adalah bahwa sebagai orang yang tersesat 

Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap 

diperlukan sebagai manusia.  

 

Kehilangan Kemerdekaan  

Kehilangan kemerdekaan adalah 

merupakan satu-satunya penderitaan 

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu – 

satunya penderitaan adalah Warga Binaan 

Pemasyarakatan harus berada dalam Lapas 

untuk jangkawaktu tertentu, sehingga 

mempunyai kesempatan penuh untuk  

memperbaikinya. Selama di Lapas Warga 

Binaan Pemasyarakatan tetap  memperoleh 

hak – haknya yang lain  seperti layaknya 

manusia, dengan  kata lain hak perdatanya 

tetap dilindungi seperti hak memperoleh 

perawatan kesehatan, makan,  minum, 

pakaian, tempat tidur,  latihan, 

keterampilan, olah raga, atau  rekreasi.  

 

Terjaminnya hak-hak warga binaan  

 

Terjaminnya hak-hak warga binaan  untuk 

tetap berhubungan dengan  keluarga dan 

orang-orang tertentu  terjaminnya hak 

untuk tetap  berhubungan dengan keluarga 



Panji Purna, Siti Nurkhotijah | Analisis Yuridis Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang 
Melanggar Tata Tertib Di Lapas Perempuan Kelas II B Batam | Zona Keadilan, 15 (1) April 2025 | Pages 42 - 56 |   

Published by Research Institutions and Community Services in Batam University  48 
 

dan  orang – orang tertentu adalah bahwa  

walaupun Warga Binaan  Pemasyarakatan 

berada di Lapas,  tetapi harus tetap 

didekatkan dan dikenalkan dengan 

masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari  

masyarakat, antara lain berhubungan  

dengan masyarakat dalam bentuk  

kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari 

anggota masyarakat yang bebas, dan 

kesempatan berkumpul bersama sahabat 

dan keluarga seperti program cuti 

mengunjungi keluarga. 

  

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 

tentang Sistem Pemasyarakatan adalah 

peraturan hukum yang mengatur sistem 

pemasyarakatan di Indonesia. Undang-

undang ini menggantikan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, dan bertujuan untuk 

memperbaiki dan memperbarui sistem 

pemasyarakatan agar lebih efektif, 

manusiawi, dan sesuai dengan 

perkembangan zaman serta standar hak 

asasi manusia. bertanggung jawab, 

berkualitas dan bermartabat.  

 

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2022 tentang Sistem 

Pemasyarakatan mengatur mengenai 

"Pembinaan Warga Binaan". Berikut 

adalah isi dari Pasal 35 beserta 

penjelasannya:  

Isi pasal 35  

1. Pembinaan terhadap Warga Binaan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan 

pembinaan dengan pendekatan yang 

bersifat rehabilitatif dan reintegratif, 

serta mengedepankan perlindungan 

hak-hak Warga Binaan.  

2. Pembinaan terhadap Warga Binaan 

meliputi pembinaan mental, 

pembinaan fisik, pembinaan 

Kerohanian melalui Keagamaan, dan 

pembinaan keterampilan, dengan 

memperhatikan kebutuhan dan 

karakteristik Warga Binaan.  

3. Dalam melaksanakan pembinaan, 

Petugas Pemasyarakatan harus 

menjunjung tinggi prinsip 

kemanusiaan dan perlakuan yang adil 

terhadap Warga Binaan.  

4. Penyelenggaraan pembinaan harus 

melibatkan berbagai pihak, termasuk 

keluarga, masyarakat, dan lembaga 

terkait, untuk mendukung proses 

reintegrasi sosial Warga Binaan. 

 

Pembinaan juga diberikan agar Narapidana 

dapat meningkatkan kesadaran terhadap 

agama yang mereka anut. Dengan 

meningkatnya kesadaran terhadap agama, 

maka dengan sendirinya akan muncul 

kesadaran dalam diri narapidana sendiri 

bahwa apa yang mereka lakukan dimasa 

lalu adalah perbuatan yang tidak baik dan 

akan berusaha merubahnya kearah yang 

lebih baik.  

 

Pembinaan tersebut terdiri dari pengajian, 

sholat berjamaah, ceramah serta 

mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan 

islam dan mempraktikkannya dalam 

kehidupan sehari-hari Warga Binaan 

Wanita didalam Lapas. Program 

pembinaankeagamaan tersebut tidak wajib 

diikuti oleh semua Warga Binaan Wanita, 

karena ada halangan tertentu seperti 

mengalami menstruasi.   

 

Dengan adanya program pembinaan 

tersebut, dapat meningkatkan kesadaran 

serta meningkatkan iman bahwa apa yang 

mereka lakukan dimasa lalu merupakan 

tindakan yang tidak baik dan melanggar 

Undang-Undang.  
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Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 

Kelas II B Batam selain memberikan 

pembinaan kerohanian yang memulihkan 

harga diri Warga Binaan, juga berusaha 

menunjukkan pada Warga Binaan bahwa 

diri mereka masih memiliki potensi 

produktif. Pembinaan yang dilakukan bagi 

Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B 

Batam bertujuan untuk menumbuhkan, 

mengembangkan, meningkatkan potensi 

yang ada di dalam diri Warga Binaan 

Pemasyarakatan dan mengembangkan diri 

agar kelak ketika bebas Warga Binaan 

Pemasyarakatan mampu bersosialisasi 

kembali dengan masyarakat dan berperan 

kembali dalam pembangunan.  

 

Dalam teori yang digagas oleh Robert K 

Merton mengenai program pembinaan 

keterampilan di Lembaga Pemasyrakatan 

Perempuan Kelas II B Batam yaitu pada 

analisis fungsionalnya yang terdiri dari 

fungsi manifest, dimana pembinaan 

terhadap Warga Binaan Perempuan yang 

melaksanakan tugas peran serta fungsinya 

berdasarkan kepada norma-norma hukum 

yang berlaku seperti merujuk kepada 

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995.  

 

Begitu juga dengan Warga Binaan 

Perempuan dalam fungsi manifest, mereka 

menerima kondisinya yang harus menjalani 

pembinaan dan mempercayai Lapas Kelas 

II B Batam membentuk dirinya menjadi 

lebih baik dan bisa kembali ke lingkungan 

masyarakat. Sedangkan dalam fungsi 

latennya yaitu sebagai  lembaga yang 

berupaya  menghindarkan stigma negatif  

terhadap Warga Binaan Wanita,  karena 

banyak orang menganggap  Perempuan 

yang sudah masuk  penjara merupakan 

penjahat, maka  dari itu pihak Lapas 

melakukan  pembinaan kemandirian 

melalui  keterampilan agar menjadi pribadi  

yang lebih berkualitas yang  mempunyai 

kemampuan atau bekal  keterampilan 

setelah keluar dari  Lapas dan bisa 

bergabung kembali  dengan masyarakat. 

 

Implementasi faktor kendala dalam 

pelaksanaan pembinaan terhadap 

narapidana yang melakukan 

pelanggaran tata tertib yang berada di 

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 

Kelas II B Batam 

 

Peranan Kepolisian Khusus atau yang 

disingkat Polsus adalah instansi atau badan 

pemerintah yang oleh atau kuasa undang-

undang diberi wewenang untuk 

melaksanakan fungsi kepolisian di bidang 

teknisnya masing-masing (Peraturan 

Pemerintah (PP) RI No. 43 Tahun 2012 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, 

Pengawasan, Pembinaan Teknis terhadap 

Polsuspas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, 

dan bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa).  

Penjabaran fungsi kepolisian yang lebih 

ekstensif tertuang dalam pasal 2 Undang-

Undang RI No. Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Republik Indonesia undang-

undang Polri, yaitu bidang pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat, 

penegakan hukum, perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. Pasal 3 UU Polri menegaskan 

fungsi kepolisian yang diemban Polri juga 

“dibantu” Polsuspas yang bersifat bantuan 

fungsional dan tidak bersifat struktural 

hierarkis.  

 

Polsus yang ada di lingkungan Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(Kemenkumham) polisi khusus 

pemasyarakatan (Polsuspas) yang 

menjalankan tugas teknis Pasyarakatan di 

Unit Pelaksana Teksni Pemasyarakatan. 
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Untuk meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman Polsus dalam melaksanakan 

fungsi kepolisian bidang Pemasyarakatan, 

Kemenkumham mengadakan Perjanjian 

Kerja Sama (PKS) dengan Polri yang 

tertuang dalam Pelaksanaan Kerja Sama 

antara Kemenkumham dan Polri Nomor: 

PAS-05.HM.05.02 Tahun 2016 Nomor: 

B/11/II/2016 tentang Kerja Sama 

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

Pemasyarakatan.  

 

Kendala-kendala yang terjadi di Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B 

Batam harus segera diatasi agar 

kedepannya Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Kelas II B Batam dapat 

memberikan pembinaan yang baik terhadap 

warga binaannya. Adapun pelanggaran 

disiplin yang seringkali dilakukan oleh 

narapidana Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Kelas II B Batam seperti contoh 

perkelahian yang disebabkan oleh 

banyaknya narapidana dalam satu kamar 

lapas dan sampai dengan masalah individu 

antara narapidana satu dengan narapidana 

lainnya di lapas. Namun, sejauh ini 

pelanggaran disiplin oleh narapidana di 

ditangani dengan baik oleh petugas 

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 

Kelas II B Batam sehingga tidak ada 

korban.  

 

Kendala yang terjadinya perkelahian  antar 

sesama narapidana Lembaga  

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B 

Batam maka kedepannya harus diterapkan 

terkait dengan sanksi  disiplin terhadap 

narapidana yang melakukan pelanggaran 

disiplin  harus diterapkan kepada 

narapidana  Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Kelas II B Batam yang 

melakukan pelanggaran serta upaya  yang 

dilakukan petugas Lembaga  

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II  B 

Batam dalam menanggulangi  terjadinya 

perkelahian antar sesama narapidana 

perempaun di dalam  Lembaga 

Pemasyarakatan  Perempuan Kelas II B 

Batam. 

 

Perlu ditegaskan bahwa narapidana 

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 

Kelas II B Batam bukanlah hama atau 

sampah masyarakat dan harus dibuang dan 

dimusnahkan, tetapi narapidana Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B 

Batam juga adalah warga negara dan warga 

masyarakat tetap memiliki hak sehingga 

perlu diberikan pembinaan atau 

keterampilan yang dapat menjadikan 

mereka manusia yang mandiri. Potensial 

dalam memiliki sumber daya yang dapat 

mengisi negara dan pembangunan negara.  

 

Penerapan sanksi disiplin berdasarkan 

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang 

Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan 

Rumah Tahanan Negara merupakan wujud 

dari pembinaan Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Kelas II B Batam terhadap 

narapidana yang melakukan pelanggaran-

pelanggaran tata tertib.  Berbagai upaya 

telah dilakukan oleh pihak Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B 

Batam dalam mencegah narapidana 

melakukan pelanggaran tata tertib. 

Pencegahan dilakukan agar tidak terjadi 

perbuatan pelanggaran tata tertib dengan 

cara memberikan pembinaan kepada 

narapidana yang berada di Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B 

Batam baik berupa bimbingan kerja dan 

keterampilan kerja.  

 

Pihak Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Kelas II B Batam juga harus 
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memberikan pembinaan terhadap 

narapidana yang berada di Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B 

Batam berupa pembinaan mental agama, 

penyuluhan hukum serta berbagai macam 

keterampilan. Selain itu upaya represif di 

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 

Kelas II B Batam yaitu pemberian sanksi 

terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan 

oleh narapidana sesuai dengan Pasal 20 

Peraturan Menteri  Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang 

Tata  Tertib Lembaga Pemasyarakatan  Dan 

Rumah Tahanan Negara. 

 

KESIMPULAN   

 

Dari penelitian tersebut, peneliti menarik 

beberapa poin kesimpulan yaitu:  

Implementasi hukuman disiplin terhadap 

warga binaan yang melanggar tata tertib di 

Lapas Perempuan Kelas II B Batam yaitu 

akan berdampak pada masa tahanan warga 

binaan itu sendiri, jika melakukan 

pelanggaran baik pelanggaran ringan, 

sedang dan berat, akan mempengaruhi pada 

pemberian remisi yang diberikan oleh 

negara kepada warga binaan.  Apabila 

remisi tidak diberikan karena pertimbangan 

warga binaan yang selalu melanggar tata 

tertib maka yang akan rugi mereka sendiri 

dan akan menjalani masa tahanan yang 

lebih lama lagi.  

Penegakan aturan yang konsisten 

pengaturan hukum di Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B 

Batam memastikan bahwa pelanggaran tata 

tertib ditangani dengan konsisten dan adil, 

sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

Penegakan aturan yang konsisten penting 

untuk menciptakan lingkungan yang teratur 

dan terhindar dari pelanggaran berulang. 

Prosedur Disiplin yang Jelas proses 

pelaksanaan hukuman disiplin harus 

memiliki prosedur yang jelas dan 

terstruktur, meliputi penyelidikan, 

pemberian hak pembelaan, dan penjatuhan 

sanksi. Prosedur yang jelas ini penting 

untuk memastikan bahwa setiap 

pelanggaran ditangani secara sistematis dan 

transparan.  

 

SARAN  

 

Seharusnya pemerintah bisa menaruh 

perhatian pada Lapas Perempuan terkait 

perkara sarana dan prasarana, supaya 

aktivitas training dan proses penyelesaian 

pelanggaran tata tertib bisa berjalan sinkron 

menggunakan mekanisme yang sudah pada 

memutuskan dan tidak adalagi hambatan 

pada menjalankan proses penyelesaian 

terkait masalah sarana dan prasarana.  

 

Penajaman Aturan dan Sosialisasi perjelas 

dan sosialisasikan peraturan tata tertib 

secara rutin kepada narapidana untuk 

memastikan mereka memahami 

konsekuensi dari pelanggaran dan aturan 

yang berlaku Penguatan Prosedur Disiplin 

terapkan prosedur disiplin yang 

terstandarisasi dan adil, termasuk 

memberikan kesempatan bagi narapidana 

untuk membela diri dan menjamin proses 

yang transparan. Perlindungan Hak 

Narapidana pastikan bahwa pengaturan 

hukum tidak melanggar hak asasi manusia  

narapidana. Terapkan kebijakan disiplin 

yang menghormati martabat dan hak-hak 

dasar mereka. Peningkatan Kapasitas 

Petugas berikan pelatihan dan dukungan 

kepada petugas pemasyarakatan untuk 

meningkatkan keterampilan dalam 

penegakan hukum dan pembinaan 

narapidana secara efektif. 
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